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Kawasan hutan tanaman industri di area penyangga Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, Bukit Batu, Provinsi Riau, 25 Oktober 2016.
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Tiga tahun berdiri, Badan Restorasi Gambut tak dilibatkan pada
pemulihan di dalam area konsesi.
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JAKARTA - Klaim keber-
hasilan pemerintah memu-
lihkan 4 juta hektare
ekosistem gambut menuai
pertanyaan dari kalangan
pegiat lingkungan hidup.
Tertutupnya  informasi
tentang detail pelaksana-
an program itu membuat
data yang disampaikan
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

(KLHK) tersebut diragu-
kan kebenarannya.
Direktur Komunikasi

Auriga Nusantara, Syahrul

Fitra, xﬁengatakan lemba-
ganya sejak akhir tahun

lalu mengajukan perminta- .

an data ke KLHK tentang
perubahan rencana kerja
perusahaan hutan tana-
man industri (HTI) yang
di antaranya berisi rencana
restorasi. Namun hingga
kini permintaan data ter-
sebut tak pernah dipenuhi.
“Padahal rencana kerja
umum dan rencana Kerja
tahunan perusahaan peme-
gang konsesi adalah doku-
men publik,” kata Syahrul
kepada Tempo, kemarin.
Syahrul mengatakan
pengawasan publik diper-
lukan untuk memastikan
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5 Nazir Foead.

perusahaan  pemegang
konsesi di atas lahan gam-
but melakukan pemulihan.

Apalagi peta  Kesatuan

Hidrologi Gambut menun-
jukkan area lindung gam-
but seluas 1,2 juta hektare
berada di dalam konsesi
HTI yang memasck per-
usahaan bubur kertas.
“Kapasitas pabrik mereka
membutuhkan bahan baku
sangat besar sehingga
gambut di lahan itu akan
terancam jika tak diawasi
publik,” ujar Syahrul.
Data realisasi pemulihan
ekosistem gambut dirilis
KLHK akhir bulan lalu
seiring dengan peringatan
tiga tahun dibentuknya
Badan Restorasi Gambut
(BRG). KLHK menyatakan
telah memulihkan lahan
3,1 juta hektare lahan
gambut di lahan HTI
dan perkebunan. Adapun
BRG merestorasi 679 ribu
hektare lahan di luar area
konsesi.
Bertanggung jawab kepa-
da Presiden, BRG dibentuk
pada Januari 2016 setelah

kasus kebakaran hutan’

dan lahan mencapai level

- terparah beberapa bulan

sebelumnya. Bank Dunia
memperkirakan kerugian
perekonomian Indonesia

" Kepada Tempo,

akibat kebakaran hutan
dan lahan 2015 mencapai
Rp 221 triliun. Angka itu

~ belum termasuk dana yang

dikucurkan pemerintah
untuk mengatasi bencana
tersebut.

Masalah data realisasi
pemulihan gambut agak-
nya bukan hanya di mata

‘pegiat lingkungan. BRG,

yang masa tugasnya akan
berakhir pada Desember
2020, menyatakan juga tak
mengetahui detail pemuli-
han gambut di lahan kon-
sesi yang ditangani KLHK.
Kepala
BRG Nazir Foead menya-
takan tak memiliki akses
terhadap pemulihan gam-
but di lahan konsesi. Wal-
hasil, BRG juga belum bisa
memverifikasi ke lapangan.
“Kami masihl menunggu
peraturan menteri untuk
melakukan supervisi (di
area konsesi),” kata Nazir.
DirekturJenderal Pengen-
dalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
KLHK, Karliansyah, me-
ngatakan BRG tak bisa
mengawasi gambut di
kawasan konsesi lantaran
terbentur aturan. “Izin
konsesi adanya di kami
(KLHK). Dalam aturan
main, yang boleh masuk ke

Klaim Pemulihan

EMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

mengklaim terus mengawal upaya pemulihan ekosistem

gambut di lahan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil
hutan tanaman industri (HTI). Data Kementerian dari. dokumen
pemulihan yang dilaporkan berkala oleh pemilik konsesi men-
catat 2,2 juta hektare lahan HTI telah direstorasi. Namun hingga
kini perusahaan apa dan lahan mana yang dipulihkan tersebut

tak pernah dipublikasikan. Berikut ini data KLHK tersebut:

u Luas ekosistem gambut yang telah dipulihkan

Gambt  ————
di kebun sawit
884 ribu
hektare

29%

Gambut
di area HTI
2,2juta
hektare

%

u Perusahaan yang teriibat pemulihan (Unit)

Pengguna
manfaat hasil HTI

Perkebunan
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s Sarana pemulihan gambut di lahan HT1

I
terbangun unit

Sekat kanal

Pemantau tinggi

muka air tanah
Pemantau curah | 263
hujan B unit

5.669
unit

 Sarana pemulihan gambut di lahan perkebunan kelapa sawit

Sekat kanal
terbangun:

Pemantau tinggi
muka air tanah

!
Pemantau curah | 337

hujan unit

hanya pejabat
KLHK,” kata dia. Karlian-
syah pun mengakui tak
bisa begitu saja berbagi
data pemulihan. “Karena
ini data perusahaan, kami
tidak berani (mempublika-
sikan).”

Walau begitu, Karlian-
syah memastikan peng-
awasan terhadap restorasi
gambut telah dilakukan
dengan adanya -kewajiban
perusahaan melaporkan
tinggi muka air tanah seca-
ra berkala. Pemerintah,
kata dia, juga memverifi-
kasi data tersebut melalui
alat pemantau tinggi muka
air tanah dan curah hujan

[ |
unit

3.934
unit
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di lapangan. “Kami punya
data real time-nya,” kata
Karliansyah.

Syahrul mengkritik sikap
KLHK yang tak terbuka.
Dia mengingatkan, Per-
aturan Presiden Nomor
1 Tahun 2016 tentang
Badan Restorasi Gambut
jelas mengatur tugas BRG
sebagai pengawas di area
konsesi. Oleh sebab itu,
KLHK tak semestinya
membedakan pengawasan
gambut di area konsesi
dan non-konsesi. “Perpres
sudah jelas menyatakan
BRG dan KLHK untuk
berkolaborasi,” ujar Syah-
rul. e



